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Abstrak

Poligami adalah perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri dalam waktu yang
bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa
Sukorejo tentang Poligami ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No.16 Tahun 2019.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan fenomologis. Data lapangan diperoleh dengan observasi dan wawancara. Analisis
data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang memberikan deskripsi mendalam dan
kesimpulan yang sesuai dengan topik dan tujuan dari penelitian. Adapun tahapan analisis data
adalah tahap reduksi data, tahap penyajian data dan analisis data.Pengambilan data
dilakukan dengan wawancara. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Sukorejo,
peneliti mengambil sampel sebanyak 8 orang dari dua RT yang masing-masing terdiri dari
masyarakat umum dan khusus.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Sukorejo terhadap
adanya poligami sebanyak 37,5% setuju dan sebanyak 37,5% tidak setuju, sedangkan sisanya
sebanyak 25% netral terhadap adanya poligami. Selain tanggapan masyarakat Desa Sukorejo
tentang adanya Poligami, peneliti juga mendapatkan data penemuan terkait dampak poligami
pada kehidupan sosial masyarakat. Sebanyak 87,5% masyarakat mengatakan bahwasannya
poligami tidak mengubah keadaan sosial di masyarakat/tidak berdampak, meskipun tau
dengan ada tidaknya masyarakat yang berpoligami. Dan sebanyak 12,5% masyarakat
mengatakan bahwasannya poligami berdampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat.
Selain tanggapan dan dampak tentang adanya poligami, peneliti juga menanyakan tentang
pemahaman masyarakat Desa Sukorejo tentang UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Diperoleh
data sebanyak 25% masyarakat mengetahu poligami serta mengetahui isi UU Perkawinan,
dan sebanyak 75% masyarakat mengetahui poligami namun tidak mengetahui isi dari UU
Perkawinan iu sendiri.

Kata kunci: Masyarakat, Persepsi, Poligami.

PENDAHULUAN

Poligami adalah  perkawinan orang istri dalam waktu yang bersamaan

seorang suami dengan lebih dari seorang
isteri dalam waktu yang bersamaan. Lawan
dari poligami adalah monogami. Dengan
demikian poligami berarti perkawinan yang
banyak (Nasution, 1996 : 84). Dalam islam,
poligami didefinisikan sebagai perkawinan
seorang suami dengan istri lebih dari
seorang dengan batasan maksimal empat

(Qs. Al-Nisa’ (4) : 3).

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun
2019 tentang perkawinan (UU perkawinan)
pasal 3 ayat (1) menentukan “ pada
dasarnya dalam suatu perkawinan seorang
pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang istri hanya boleh mempunyai
seorang suami”. Pasal tersebut menjelaskan
bahwa perkawinan itu mensyaratkan 1
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(satu) pasangan saja yaitu ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri. Perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita dimana
pada prinsipnya bahwa suami hanya
mempunyai satu istri dan sebaliknya istri
hanya mempunyai satu suami dikenal
dengan perkawinan monogami.

Perkawinan monogami dianggap
paling ideal dan sesuai untuk dilakukan.
Namun realitanya banyak pria memiliki
pasangan lebih dari satu dalam ikatan
perkawinan di waktu yang bersamaan dan
dalam hukum perkawinan dikenal dengan
istilah poligami

Hukum poligami masih merupakan
kajian yang selalu menimbulkan pro dan
kontra  bagi  masyarakat Indonesia
khususnya bagi akademisi hukum islam.
Bagi pihak yang kontra, poligami selalu
dianggap memunculkan permasalahan-
permasalahan seperti pembiaran hawa
nafsu (hypersex), pertengkaran dalam
rumah tangga, perselingkuhan, bahkan
sampai perceraian antara suami dan istri.
Sementara bagi yang pro, poligami
dianggap sebagai jalan terbaik demi
menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak
yang terlibat poligami. Meskipun dalam
islam ada lampu kuning untuk melakukan
poligami, namun berlaku syarat mutlak,
yakni kebolehan berpoligami apabila bisa
suami berlaku adil, dan jika suami tidak
bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan
untuk menikahi satu orang istri saja, dan
persyaratan keadilan inilah yang masih
sering di kesampingkan oleh sebagian
banyak orang (Zuhrah,2016:5).
Ketentuan dan syarat poligami termuat
dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 16 Tahun
2019. Seorang suami yang diberi izin untuk
menikah lebih dari satu harus tergambar
dalam serangakaian alasan yang berat.
Adapun alasan yang dimaksud merupakan
suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk
melakukan poligami karena memandang
alasan-alasan tersebut menjadi penyebab
ketidakbahagiaan kehidupan rumah tangga.
Hal ini tergambar pada pasal 4, yaitu :
(Zuhra, 2016:8). Dalam hal seorang suami

akan  beristri lebih  dari  seorang
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2)
UU ini, maka suami wajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan daerah
tempat tinggalnya.
Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya
memberi izin kepada seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila :
Istri tidak menjalankan kewajibannya
sebagai istri.
Istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat
disembuhkan.
Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Menurut UU perkawinan, dapat
tidaknya seorang suami beristri lebih dari
seorang di tentukan oleh pengadilan agama
berdasarkan terpenuhi atau tidaknya
persyaratan yang dimaksudkan. Jadi
meskipun seorang suami mempunyai
alasan-alasan yang jelas untuk melakukan
poligami, namun tetap harus memenuhi
persyaratan-persyaratan  yang  sudah
ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal
5, yaitu :
Untuk dapat mengajukan permohonan ke
pengadilan, sebagaimanadimaksudkan
pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
Adanya persetujuan istri-istri.
Adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan-keperluan hidup istri-
istri dari anak-anak mereka.
Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap istri-istri anak-anak mereka.
Persetujuan yang dimaksud pad ayat (1)
huruf A. Pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak
dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari is
trinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun,
atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
Islam  dan  Undang-Undang  tidak
memandang mudah tentang syarat-syarat
yang dikenakan terhadap suami yang
berpoligami.  Sekiranya  syarat-syarat
tersebut tidak dapat dipenuhi maka mereka
dilarang untuk melakukan poligami yang
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nantinya hanya akan membawa mereka
kedalam dosa yang bertentangan dengan
ajaran Agama. Poligami itu tidak buruk
tetapi bisa menjadi buruk apabila orang
yang tidak bertanggung jawab yang
mengamalkannya.

Di desa Sukorejo sendiri terdapat
masyarakat yang  berpoligami. Jika
dibandingkan dengan Desa yang lain di
wilayah Kecamatan Bangorejo, Desa
Sukorejo lah yang terdapat pelaku
poligaminya. Dan peneliti melakukan
penelitian di dua RT, karena di RT inilah
yang terdapat pelaku poligami. Dalam hal
ini  meskipun peluang diperbolehkan
poligami,namundi ~ masyarakat  terjadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan fenomena yang terjadi
dalam masyarakat secara lebih detail dan
terperinci pada kehidupan sosial tertentu.
Penelitian  deskriptif ~ kualitatif  ini
merupakan metode penelitian  yang
menekankan pada kehidupan yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Metode penelitian kualitatif
adalah  prosedur  penelitian  yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari individu-
individu atau perilaku yang diamatinya.
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan
peneliti yakni dokumentasi, wawancara,
dan  observasi. Dokumentasi  yakni
diperoleh dari interaksi bersama warga
yang terlibat langsung dalam penelitian.
Observasi yang dilakukan peneliti yakni
observasi partisipan dimana peneliti terlibat
dan datang langsung ditengah-tengah
kegiatan responden. Dan wawancara
dilakukan secara langsung dimana peneliti
berhadapan langsung dengan narasumber
dan menggunakan teknik wawancara tak
terstruktur. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan model
Miles and Huberman yang mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan

perbedaan persepsi, banyak masyarakat
yang terjebak dalam dialog dan perdebatan
poligami.

Hal ini terjadi bukan karena
ketidakjelasan dalil-dalilnya melainkan
lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan
para pihak yang terlibat, dan buruknya
dampak  poligami  yang  dilakukan
kebanyakan orang. Berdasarkan perbedaan
pandangan/persepsi masyarakat tersebut,
maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian  dengan  judul  “Persepsi
Masyarakat Desa  Sukorejo  tentang
Poligami ditinjau dari Undang-Undang
Perkawinan No.16 Tahun 2019”.

berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.

Pengecekan Keabsahan Data merupakan uji
kepercayaan terhadap data dan bertujuan
untuk menguji kebenaran data atau
informasi yng diperoleh. Dalam penelitian
kualitatif dapat dilakukan dengan cara
triangulasi. Triangulasi dalam pengujian
kredibilitas ~ ini  diartikan  sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
(Sugiyono, 2017: 189). Dengan demikian
peneliti menggunakan triangulasi sumber.
Teknik triangulasi dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara membandingkan
data antara hasil wawancara dengan
observasi,hasil observasi dengan
dokumentasi, serta hasil dokumentasi
dengan hasil wawancara yang berkaitan
dengan pérsepsi masyarakat tentang
poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat Desa Sukorejo
tentang Poligami

Presepsi masyarakat Desa Sukorejo tentang
pernikahan poligami secara umum sangat
beragam. Ada yang sepakat dan adapula
yang tidak sepakat. Dalam hal ini penulis
mewawancarai beberapa Masyarakat Desa
Sukorejo.
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Perkembangan zaman yang
semakin maju ditengah masyarakat bahwa,
doktrin  ajaran  poligami  ternyata
menimbulkan kenyataan yang problematik.
Praktik poligami bagi seorang laki-laki atau
perempuan menjadi problematika dalam
rumah tangga. Dari situlah sehingga timbul
berbagai pemikiran. Mereka yang pro akan
poligami, semakin kukuh mempertahankan
argumentasinya yang dibangun dari dasar
Al-Qur’an dan sunnah tentang pentingnya
poligami. Namun sebaliknya, bagi mereka
yang kontra juga  mengungkapkan
pendapatnya akan tidak bahagianya rumah
tangga yang dibangun dengan berlandaskan
perkawinan poligami. Dalam menyikapi hal
ini, ada masyarakat yang pro maupun
kontra  terhadap poligami. Persepsi
masyarakat yang setuju dengan yang tidak
setuju tentunya berbeda. berikut ini
alasanalasan yang di berikan oleh
masyarakat yang memilih setuju dan tidak
setuju :

Pro/ Setuju

Yang pro dengan poligami kebanyakan
mereka yang telah menikah dan
berpoligami. Dari data diatas peneliti
melakukan wawancara kepada masyarakat
umum dan masyarakat khusus. Jumlah
subjek yang diwawancara ada 8 orang. Dari
grafik diatas dapat diketahui bahwasannya
yang setuju dengan perkawinan poligami
sebanyak 63%. Dalam hal ini, masyarakat
yang pro berpendapat :

Karena poligami  merupakan  suatu
perbuatan yang mulia, karena sifatnya
adalah membantu kaum perempuan yang
tidak mampu, bukan karena hawa nafsu.
Poligami sah-sah saja dilakukan asalkan
yang bersangkutan mampu menafkahi dan
berlaku adil.

Poligami merupakan perkawinan yang
sifatnya membantu dan memiliki tujuan
yang baik.

Kontra/ Tidak setuju

Lain halnya dengan pendapat masyarakat
yang terlihat kontra dengan adanya
poligami, sebanyak 37,5% tidak setuju.
Kebanyakan mereka yang tidak setuju
dengan poligami karena mereka tidak

berpoligami/di poligami. Mereka kontra
terhadap poligami, karena memiliki
persepsi sendiri dalam mengomentari
adanya poligami. Adapun pendapat mereka
adalah :

Tidak ingin dimadu

Sebagai kaum awam, sangatlah mungkin
bagi perempuan tidak mau jika suaminya
menikah lagi. Karena, seorang istri akan
merasa tidak nyaman jika kasih sayang
seorang suami harus terbagi. Dan untuk
menghindari perpecahan rumah tangga,
karena hal tersebut dapat memicu
pertengkaran antara suami dengan istri.
Urusan nafsu belaka Sebagai manusia,
tentunya memiliki hawa nafsu sudah
merupakan kodrat dari Yang Maha Kuasa.
Namun, hawa nafsu tersebut ada batasanya.
Sebagian perempuan beranggapan bahwa
seorang suami/laki-laki yang melakukan
poligami hanya karena ingin memenuhi
hawa nafsu mereka saja.

Pemahaman Masyarakat Desa Sukorejo
tentang UU Perkawinan

Hukum mengenai poligami dalam hukum
islam, seorang suami boleh berpoligami
atau memiliki istri lebih dari satu bahkan
sampai empat, tetapi didalam peraturan
perundangundangan Indonesia poligami
dilakukan pembatasan secara ketat. Dalam
Undang-undang Perkawinan no.16 tahun
2019 yaitu pasal 3 ayat 1 “pada asasnya
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri. Seorang wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami’.
Dari penjelasan pasal tersebut diketahui
bahwa dalam peraturan
perundangundangan Indonesia menganut
asas monogami. Setelah peneliti melakukan
wawancara kepada masyarakat Desa
Sukorejo, dapat diketahui bahwasannya
terdapat 25% masyarakat yang mengetahui
apa isi dari UU Perkawinan No.16 Tahun
2019. Dan sebanyak 75% tidak mengetahui
isi dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
Adapun persepsi masyarakat seperti berikut

Mengetahui : Masyarakat yang mengetahui
isi dari UU Perkawinan mengatakn
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bahwasannya isi dari UU Perkawinan
adalah sebagian besar mengatur tentang
syarat dan ketentuan perkawinan, salah
satunya adalah perkawinan poligami.
Seperti, dapat berlaku adil, mampu
menafkahi, sudah mendapatkan persetujuan
dari isteri-isterinya.

Tidak mengetahui: Masyarakat yang tidak
mengetahui isi UU Perkawinan berasumsi

bahwasannya selama perkawinan poligami
dilakukan dengan syariat agama yang
berlaku maka sudah sah, dan tidak perlu
mengadopsi ketentuan yang ada pada UU
Perkawinan.

Dampak poligami bagi kehidupan sosial
masyarakat

Menjalani perkawinan poligami
tidak semudah membalikkan telapak
tangan. karena tidak semua orang memiliki
sikap adil dalam arti yang sebenar-benarnya
sebagaimana yang telah diakuan oleh
Rasullulah SAW terhadap isteri-isterinya.
Artinya jika tidak bisa berlaku adil, maka
sudah termasuk berperilaku zalim. Salah
satu ketidakmudahan dalam melakukan
poligami adalah hukuman yang didapat
diakhirat kelak, serta tidak terciptanya
keharmonisan dalam berumah tangga.
Sejauh ini, menurut pengamatan penulis
sendiri kebanyakan masyarakat masih
memandang perkawinan poligami sebagai
sesuatu yang negatif. Adapun beberapa
dampak dari perkawinan poligami yang
dilakukan secara ilegal atau tidak sah secara
negara yang ada di masyarakat adalah
sebagai berikut :
Perkawinan poligami yang dilakukan
secara siri/ilegal dapat memicu timbulnya
fitnah, karena hal tersebut di anggap
sebagai perkawinan yang tidak sah oleh
sebagian orang. Di masyarakat sendiri
perkawinan secara siri menimbulkan
konotasi yang negatif. Perkawinan
poligami yang dilakukan secara siri/ilegal
dapat menimbulkan fitnah di lingkungan
masyarakat dikarenakan sfat
perkawinannya yang tidak tercatat di KUA

Dengan perkawinan poligami yang
dilakukan secara ilegal/siri, istri tidak bisa
mendapatkan perlindungan hukum. Istri
tidak dapat menuntut suami untuk
memberikan nafkah lahir dan batin jika

suami meninggalkannya, karena
pernikahannya tidak dianggap sah oleh
Negara.

Perkawinan poligami yang

dilakukan  secara  ilegal/siri  dapat
mengakibatkan anak dari hasil pernikahan
tersebut tidak bisa mendapatkan pengakuan
sebagai anak yang sah. Hal tersebut
dikarenakan anak tersebut tidak ada
hubungan keperdataan terhadap ayahnya,
sehingga sulit untuk masuk sekolah dan hal
lainnya, karena tidak ada akta kelahiran dan
hal ini menunjukkan pada pengurusan
administrasi yang tidak lancar.

Perkawinan poligami yang
dilakukan secara ilegal/siri juga dapat
mengakibatkan istri serta anak-anaknya
tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal
pewarisan jika suaminya atau ayah dari
anak-anak nya meninggal dunia.karena,
pernikahannya yang dilakukan secara
ilegal/siri,  sehingga  Negara  tidak
memberikan jaminan terhadap pelaku
poligami dengan nikah siri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan terkait
persepsi masyarakat tentang poligami
ditinjau dari Undang-Undang perkawinan,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Masayarakat Desa Sukorejo mengartikan
poligami  sebagai  perkawinan yang
dilakukan lebih dari 1 kali dan mempunyai
lebih dari seorang istri yang dilakukan
dalam satu waktu dan memiliki syarat
tertentu. Mayoritas masyarakat tidak setuju
dengan poligami, dengan alasan tidak mau
dimadu dan tidak siap akan kosekuensinya.
Sebagian dari mereka ada juga yang pro
dengan perkawinan poligami. Bagi mereka
yang pro dengan poligami ini beralasan,
yang tidak bertentangan dengan ajaran
Agama serta merupakan bentuk taat
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seorang istri kepada suami, selain itu
mereka beranggapan bahwa poligami akan
dapat meringankan  beban  seorang
janda/wanita yang dalam kategori kurang
mampu. Selain hal tersebut, mereka yang
pro dengan poligami karena, mereka tidak
mempunyai keturunan.

Masyarakat yang melakukan poligami
ternyata perkawinannya hanya sah secara
Agama. Karena mereka beranggapan
bahwasannya hukum Tuhan lah yang paling
penting dan mutlak.

Sebagian  besar ~ Masyarakat  tidak
mengetahui isi dari UU Perkawinan NO.16
Tahun  2019. Karena, masyarakat
menganggap hal tersebut sama halnya
dengan peraturan yang ada pada hukum
Agama.
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